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vPENGANTAR
Proyek “the Building Blocks for the Rule of Law” (Bahan-bahan pemikiran tentang Pengembangan Rule of Law/Negara Hukum) diprakarsai oleh Universitas Leiden dan Universitas Groningen 
dari Belanda, serta Universitas Indonesia. Proyek ini dimulai pada 
Januari 2009 dan sesuai jadual akan diakhiri pada September 2012. 
Keseluruhan rangkaian ke giatan dalam proyek ini terselenggara berkat 
dukungan finansial dari the Indonesia Facility, diimplementasikan oleh 
NL Agency, untuk dan atas nama Kementerian Belanda untuk Urusan 
Eropa dan Kerjasama Internasional (Dutch Ministry of European Affairs and 
International Cooperation).
Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah memperkuat ihtiar 
pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia 
mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 
memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan 
sosial (social justice).
Sejak awal proyek dirancang rangkaian pelatihan terinci yang 
mencakup bidang-bidang telaahan hukum perburuhan, hukum pidana, 
hukum keperdataan dan studi sosio-legal. Sebagai perwujudan rencana 
tersebut antara Januari 2010 dan Juli 2011, tigabelas kursus yang mencakup 
bidang-bidang kajian di atas diselenggarakan di sejumlah lokasi berbeda 
di Indonesia. Kursus-kursus demikian melibatkan pengajar-pengajar 
hukum terkemuka, baik dari Universitas Leiden dan Groningen maupun 
dari fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Peserta kursus adalah staf 
pengajar dari kurang lebih delapanpuluh fakultas hukum dari universitas-
universitas di seluruh Indonesia.  Proyek ini akan dituntaskan dengan 
penyelenggaraan konferensi internasional di Universitas Indonesia pada 
pertengahan 2012.
Rangkaian buku pegangan dengan judul ‘Building Blocks for the 
Rule of Law’ yang merupakan kumpulan tulisan dari para instruktur 
dari pihak Belanda dan Indonesia serta masukan-masukan berharga dari 
peserta kursus merupakan hasil konkret dari proyek tersebut di atas.
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PENGANTAR EDITOR
Korupsi, human trafficking (perdagangan manusia), perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisir, adalah 
tema-tema yang juga disorot oleh hukum pidana. Namun apakah sorotan 
tersebut dilakukan dengan cara yang tepat?  Maka pertanyaan pokoknya 
ialah apakah dengan dan melalui hukum pidana bentuk-bentuk kejahatan 
di atas dan yang lainnya dapat dikendalikan atau tepatnya diberantas: 
apakah hukum pidana merupakan sarana paling tepat? Sama pentingnya 
ialah pertanyaan apakah hukum pidana ketika berhadapan dengan 
persoalan-persoalan di atas mampu memberikan keadilan? Apakah 
hukum pidana sudah selaras dengan hak-hak asasi manusia dengan 
tuntutan Negara Hukum (rule of law)? Apakah peraturan perundang-
undangan (hukum) pidana terang dan jelas, terutama bagi warga biasa 
yang diharapkan mematuhi  peraturan yang termuat di dalamnya. 
Hal mana sama pentingnya bagi polisi, kejaksaan dan hakim (pidana) 
yang harus menerapkan peraturan perundang-undangan. Apakah 
perundang-undangan yang ada memenuhi prinsip kepastian hukum, 
dengan asas lex certa?  Selanjutnya apakah kewenangan aparat Negara 
untuk  mengimplementasikan dan menegakkan peraturan perundangan-
undangan sudah dirumuskan dengan jelas: cukup luas sehingga 
mereka masih dapat mengimplementasikan peraturan yang tercakup di 
dalamnya, namun sekaligus juga cukup sempit sehingga dapat mencegah 
penyalahgunaan dan menghasilkan pelanggaran terhadap sejumlah hak 
asasi manusia, seperti hak atas integritas badan, hak atas kepemilikan, 
hak atas privasi.
Perundang-undangan dalam dirinya sendiri tidaklah cukup. 
Bahkan bila lingkup kewenangan aparat penegak hukum dirumuskan 
secara jelas dan terang, penting untuk mencermati bagaimana mereka 
menggunakannya dalam praktik: apakah mereka menerapkan peraturan 
perundang-undangan tanpa memandang perbedaan orang-perorang, 
tidak secara selektif, tanpa melakukan diskriminasi negatif maupun 
positif. Untuk yang terakhir terjadi tatkala pelanggar hukum dengan 
status sosial-ekonomi tinggi mendapatkan berbagai macam fasilitas yang 
tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dari kalangan masyarakat 
kebanyakan.  Penegakan hukum tidak boleh dilakukan bersamaan dengan 
penyalahgunaan kekuasaan.
Hukum pidana adalah satu instrumen yang dampaknya jauh ke 
dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya.  Karena 
itu satu prinsip penting bagi pendayagunaannya ialah bahwa baru akan 
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diberdayakan bilamana sarana-sarana lain yang tersedia sudah diupa-
yakan dan tidak berhasil: hukum pidana sebagai upaya terakhir atau 
sebagai ultimum remedium. Hal ini tidak hanya berlaku dalam bidang 
pembuatan aturan substantif dan prosesuil, namun juga dalam bidang 
penjatuhan pidana: apakah tersedia sanksi-sanksi alternatif lainnya di 
luar hukum pidana yang dapat didayagunakan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas muncul dalam kursus-
kursus yang diselenggarakan untuk pengajar-pengajar hukum pidana 
di Indonesia. Tujuannya adalah agar dengan dan melalui cara ini 
penyelenggara dapat menyumbangkan sesuatu bagi upaya peningkatan 
sistem peng ajaran hukum maupun pengembangan pendekatan socio-
legal terhadap hukum di Indonesia.
Pendekatan yang melandasi rangkaian kursus tersebut adalah 
hak asasi manusia dan perspektif komparatif (perbandingan hukum). 
Untuk yang terakhir dipilih perbandingan hukum Indonesia dengan 
perkembangan hukum pidana di Belanda. Landasan berpikirnya ialah 
ikatan sejarah antara Indonesia dengan Belanda yang pada derajat tertentu 
dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan berlanjut gagasan 
dan perwujudan Negara hukum Indonesia.
Salah satu tujuan utama dari kursus-kursus yang disampaikan 
dalam dan untuk kelompok-kelompok kecil oleh pengajar dari Indonesia 
maupun Belanda, yang juga sekaligus juris maupun kriminolog,  ialah 
pada akhirnya menghasilkan satu buku pegangan. Buku yang akan 
merupakan kompilasi tulisan-tulisan yang disumbangkan bukan hanya 
oleh para pengajar – yang juga pengajar hukum pidana – namun juga 
oleh para peserta kursus, para pengajar hukum pidana dan kriminolog 
Indonesia.
Buku yang ada dihadapan pembaca merupakan buah kerja keras 
dari mereka semua. Buku ini disusun ke dalam lima bagian. Pada 
bagian pertama dimuatkan tulisan-tulisan yang secara umum mengulas 
pemikir an tentang pengembangan prinsip-prinsip rule of law di dalam 
hukum pidana. Pada bagian kedua akan ditelaah tema-tema khusus 
hukum pidana materiil. Pada bagian selanjutnya, ketiga, perhatian akan 
diberikan kepada persoalan-persoalan hukum acara. Bagian keempat 
memuat tulisan-tulisan yang menyoal penjatuhan sanksi pidana dan 
efektivitas darinya. Pada bagian terakhir secara eksplisit akan dibahas 
alternatif apa saja yang tersedia di samping penyelesaian perkara melalui 
hukum pidana.
Kami berharap para pembaca buku ini, mahasiswa di fakultas 
hukum ataupun pemerhati hukum lainnya, akan terdorong untuk 
turut berpikir dan melibatkan diri dalam upaya berlanjut untuk 
mengembangkan hukum pidana yang tidak saja efektif namun lebih dari 
itu juga manusiawi.
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Di samping buku hukum pidana ini juga terbit buku-buku 
serupa yang secara khusus membahas perkembangan di bidang 
hukum keperdataan, notariat, hukum perburuhan dan pengembangan 
pendekatan studi socio-legal dalam hukum Indonesia. Bersamaan dengan 
itu juga akan diterbitkan buku yang memuat laporan akhir dari kursus-
kursus yang diselenggarakan dalam kerangka building block for the rule of 
law.
Maret 2012
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RESTORATIVE JUSTICE DALAM 
WUJUD DIVERSI: KASUS ANAK YANG 
BERKONFLIK DENGAN HUKUM 
Elfina L. Sahetapy
The way of society treats its children reflects not only its qualities 
of compassion and protective caring, but also its sense of justice, its 
commitment to the future and its urge to enhance the human condition 
for coming generations. 
(Javier Perez de Cuellar)
1. Pendahuluan
Akhir penghujung tahun 2011 dan awal dimulainya tahun 2012, masyarakat Indonesia khususnya para pemerhati masalah anak 
sangat dikejutkan dengan berita di televisi maupun melalui surat kabar 
terkait dengan berita tentang penangkapan serta penahanan anak yang 
diduga melakukan tindak pidana. Memang ini bukanlah hal baru, 
mengingat data statistik menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup 
signifikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai 
pelaku. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan 
bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan 
peningkatan. 
Salah satu kasus yang menggemparkan terjadi di Palu Selatan, 
Sulawesi Tengah. Kisah ini bermula pada November 2010 ketika seorang 
pelajar Sekolah Menengah Pertama yang berinisial Aal bersama dengan 
temannya lewat di jalan Zebra di depan rumah kos seorang anggota 
kepolisian berpangkat Briptu. Melihat ada sepasang sandal jepit di depan 
rumah, Aal kemudian mengambilnya. Jika melihat sandal yang sudah 
butut tersebut, rasanya kurang adil jika kasus ini harus dibawa dalam 
proses peradilan. Apalagi jika Aal kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan pidana penjara selama 5 tahun. Masyarakat di berbagai 
3
292
Elfina L. Sahetapy
daerah bereaksi keras dengan cara mengumpulkan sandal jepit bekas 
hingga mencapai jumlah 1000 buah pasang sandal untuk disumbangkan 
dan diserahkan pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ini  adalah 
sebuah ekspresi kemarahan masyarakat yang melihat bahwa proses 
peradilan terhadap pencurian sepasang sandal butut oleh seorang anak, 
terlihat mengada-ada dan sangat mengabaikan prinsip kepentingan 
terbaik bagi anak. Menarik pula untuk mengetahui reaksi Polri yang 
mengklaim bahwa penyidikan kasus tersebut sudah berjalan dengan 
benar sesuai aturan. Menurut Kabareskrim Polri Komjen Sutarman (pada 
Detikcom 4/1/2012), posisi penyidik dalam kasus tersebut serba salah. 
Sebab, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya 
disebut KUHAP) tidak diatur untuk mengesampingkan perkara, meski 
kasus tersebut menimbulkan kerugian materi yang kecil. Sebaiknya, 
masyarakat mengkritisi aturan dalam KUHAP yang dalam hal ini tidak 
mengatur Penyidik untuk mengesampingkan perkara apapun. Jika 
melakukan tindakan di luar yang diatur dalam KUHAP, maka Penyidik 
akan menyalahi kewenangannya.
Jika kasus ini tidak mencuat ke permukaan dan mendapatkan 
reaksi masyarakat yang luar biasa, maka besar kemungkinan bahwa 
Aal akan tetap dikenakan sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun. Namun 
Hakim dalam kasus ini cukup tanggap dengan situasi yang berkembang, 
sehingga pada akhirnya Aal diputus dengan sanksi tindakan yaitu 
mengembalikan pada orang tuanya.
Di daerah lain, terjadi pula kasus yang sungguh memilukan pada 
Hs seorang tahanan anak yang baru satu hari dibantarkan di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Tulungagung Jawa Timur. Ia ditemukan 
meninggal dengan sejumlah luka lebam dan bekas sayatan di sekujur 
tubuhnya dan diduga dikeroyok oleh sejumlah penghuni tahanan 
yang lain. Sungguh mengherankan bahwa para petugas Lapas yang 
mengantar Hs ke rumah sakit mengatakan bahwa ia “hanya” terjatuh di 
kamar mandi. Melalui gambaran dua kasus di atas, sangat disayangkan 
dan menjadi sebuah keprihatinan yang mendalam jika penangkapan 
tersebut tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, dan di lain 
pihak terjadi penahanan yang sampai menimbulkan korban jiwa. Hal ini 
memperlihatkan betapa bobroknya sistem peradilan anak di Indonesia.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan 
hukum
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap 
anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan 
setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak 
tersebut meminta. Di samping itu, yang tidak kalah penting untuk 
